y P SALINAN

BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG

Menimbang

Mengingat

PENYELENGGARAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

. bahwa pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli

daerah yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan
di daerah sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan

masyarakat;

. bahwa Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang

Penyelenggaraan Pajak Daerah sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga

perlu diubah ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28

Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Replublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
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2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

. Undang-Undang nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi
Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6871);

. Undang-undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Gianyar di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 261, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7012);

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);
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Menetapkan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157});

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Gianyar Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7);

10. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten

Gianyar Tahun 2025 Nomor 28;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG
PENYELENGGARAN PAJAK DAERAH.

Pasall
Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 195 dan ayat (1) Pasal
199 dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Gianyar Tahun 2025 Nomor 28 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 195
(1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut
Pajak.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
proporsional dibayarkan kepada:
a. pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut

Pajak sesuai dengan tanggung jawabnya;
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(3)

b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab
pengelolaan keuangan Daerah;

c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan Daerah;

d. pemungut PBB-P2 pada tingkat desa/kelurahan dan
kecamatan, perbekel/lurah dan camat, dan tenaga
lainnya yang ditugaskan oleh Instansi pelaksana
pemungut Pajak; dan

e. pihak lain yang membantu instansi pelaksana
pemungut Pajak.

Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum

diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Daerah.

Pasal 199

Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 195 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c,

untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan

realisasi penerimaan Pajak tahun anggaran sebelumnya
dengan ketentuan:

a. di bawah Rpl.000.000.000.000,00 (satu triliun
rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan
tunjangan yang melekat;

b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai
dengan Rp2.500.000.000.000,00 {(dua triliun lima
ratus miliar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji
pokok dan tunjangan yang melekat;

c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus
miliar rupiah), sampai dengan
Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus
miliar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok
dan tunjangan yang melekat; dan

d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 ({tujuh triliun lima
ratus miliar rupiahj, paling tinggi 10 {sepuluh) kali gaji

pokok dan tunjangan yang melekat.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 13 Januari 2026

BUPATI GIANYAR,
Tid.

Diundang di Gianyar I MADE MAHAYASTRA
Pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR

Ttd.

I GUSTI BAGUS ADI WIDHYA UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala ‘Bagian Hukum

Sckret

Daerah Kabupaten Gianyar,

\Wﬁ}’atfﬂam SH.,MH.
Pernbma (IV /&)
NIP. 19760110 200604 1 011
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